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PERTANYAAN JAWABAN 

Bagaimana pendapat Bapak terkait 

perumusan Undang-Undang No.11 

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? 

Undang-undang cipta kerja tidak terlalu 

lama dalam pembahasannya dan adanya 

percepatan, karena adanya kebutuhan- 

kebutuhan yang mendesak. Kemudian 

hal itu sudah disepakati bersama antara 

Presiden dengan DPR dan kemudian di 

Undangkan, walupun timbul berbagai 

permasalahan dan penolakan lainnya, 

tetapi proses tersebut tetap berjalan. 

Sebetulnya dari segi mekanisme 

perumusan Undang-undang di DPR itu 

sudah berjalan dengan ketentuan yang 

ada baik itu dalam peraturan 

perundangan maupun dalam bentuk 

peraturan tata tertib DPR. Tetapi 

memang perumusan ini terlalu cepat 

sehingga menimbulkan peresepsi- 

peresepsi negatif serta polemik di 

masyarakat. Kemudian undang-undang 

yang dikeluarkan dilakukan uji materi 

(Judicial Review). Uji materi 

merupakan langkah hukum yang 

disediakan oleh konstitusi. 



Apakah dalam perumusan Undang- 

Undang ini masyarakat telah 

dilibatkan? 

Dalam hal ini bisa terjadi debatable. 

Masyarakat yang menolak merasa tidak 

dilibatkan, tetapi DPR merasa 

melibatkan   masyarakat.   Karena   ada 

RDP dan lain halnya. Tetapi, karena 



 

 
 

 proses yang kurang panjang perlu 

adanya sosialisai diluar DPR dan 

sosialisi itu yang tidak ada. Seharusnya 

materi yang sudah ada harus di 

sosialisasikan baik oleh pemerintah 

maupun DPR itu sendiri serta 

mengajak masyarakat, stakeholder, 

mahasiswa dan lain-lainnya. 

Apakah dalam perumusan sudah sesuai 

dengan prosedur pembentukan undang- 

undang? 

Sebagai sebuah prosedur pembentukan 

undang-undang tersebut sudah jalan 

dan sesuai ketentuan. Hanya saja jalan 

yang terlalu cepat dan kurang publik. 

Menurut Bapak apakah dalam Proses 

perumusan Undang-Undang Cipta 

Kerja sudah sesuai dengan norma 

demokrasi? 

Kalo berdasarkan tentang pembentukan 

undang-undang sudah sesuai, proses di 

DPR sudah sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

Jika dilihat dari demokrasi secara 

formil semua sudah di tempuh dan 

sesuai, tetapi jika dilihat dari semokrasi 

secara substansi kurang adanya 

sosialisai ditengah-tengah masyarakat 

yang sangat plural. 

Menurut bapak, apa urgensi dari 

pembahasan Undang-undang Cipta 

Kerja ini di tengah pandemic? 

Urgensi didalam pembentukan undang- 

undang seringkali suatu undang-undang 

itu dirubah atau di amandemen, 

kemudian terdapat hambatan di 

undang-undang lain tentang hal yang 

sama. Jadi hal itu diperlukan 
 

1. Harmonisasi secara horizontal antara 

unda-undang kehutanan, undang- 

undang agraria dan undang-undang 

lingkungan hidup. Namun harmonisasai 

horizontal itu hal yang terkadang tidak 

terjadi, maka adanya Omnibus law. Jadi 

urgensinya adalah membutuhkan 

percepatan sehingga dibutuhkan 

investor, karena bangsa ini tidak 

mungkin untuk maju sendiri, maka 

dimana investor membutuhkan jaminan 

kepastian hukum dan keadilan. Selama 

ini dirasa cukup berbeli-belit sehingga 

butuh penyederhanaan maka 

digunakannya Omnibus Law, yang jika 

sekali di amandemen maka dampaknya 

akan sekaligus. 



 

 
 

 2. Harmonisasi secara vertikal, Pt tidak 

boleh bertentangan dengan undang- 

undang. Tapi yang utama paradimensi 

harmonisasi horizontalnya. 
 

Urgensinya adalah memberikan 

kepastian hukum terhadap investor, 

mendorong laju investasi. 

Pada pembahasan sebelumnya, bapak 

membahas bahwa pemerintah kurang 

sosialasi terhadap masyarakat. 

Mengapa hal itu terjadi? Apakah harus 

segera disahkan? 

Pastinya ada beberapa sebab mengapa 

tidak disosialisasikan, sosialisasi pada 

saat pembentukan memang dirasa 

kurang. Tetapi di pemerintahan internal 

setelah ini jadi undang-undang 

pemerintah membuka ruang untuk 

masyarakat memberikan masukan pada 

regulasi-regulasi turunannya. 

Pemerintah juga membuat aplikasi dan 

membuka ruang untuk kelompok 

pengusaha atau siapapun yang ingin 

melakukan konsultasi dengan 

pemerintah, hal ini merupakan 

sosialiasi ketika undang-undang telah 

terbentuk. Tetapi ketika di uji materi 

dibatalkan oleh MK dengan 

konstitusional bersyarat dan tidak boleh 

berjalan. 
 

Undang-undang tidak jalan makan akan 

terjadi kekosongan hukum dan undang- 

undang tidak dapat berjalan, sedangkan 

hukum harus tetap berjalan dan pada 

saat itu pemerintah menggunakan 

kewenangannya sesuai dengan undang- 

undang dasar. Dengan hal ikhwat 

kegentingan yang memaksa pemerintah 

dapat membentuk Perppu. Perppu 

diajukan kepada DPR. Tugas DPR 

hanya 2 menyetujui atau menolak. Jika 

tidak makan pemerintah harus segera 

memperbaiki Perppu tersebut. Pada saat 

pemerintah melakukan perbaikan dapat 

berkonsultasi dengan DPR. Lalu 

setelah perbaikan pemerintah dapat 

mengajukan Perppu tersebut, hingga 2 

kali perbaikan jika masih salah maka 

Perppu ditolak. 



 

 
 

Apa dampak dari Undang-Undang 

tersebut terhadap para pekerja? 

Ada hal yang memberatkan para 

pekerja, hal yang memberatkan pekerja 

tersebut digunakan mereka dalam 

mengajukan Perppu yang dilakukan 

oleh pemerintah bersama DPR. 

DPR boleh menyampaikan aspirasi 

untuk memperbaiki rancangan Perppu 

kalo dirasa ada yang memberatkan. 
 

Hal yang memberatkan para pekerja 

ada mekanisme dimana hal tersebut 

dapat dilakukan perbaikan dan 
sinkronisasi. 

Dari pertanyaan yang sudah saya 

sampaikan, adakah pandanagan bapak 

terhadap Undang- undang Cipta kerja 

yang belum dijelaskan? 

Jadi yang diputuskan oleh MK bukan 

substansi namun prosedur. Maka MK 

memberikan putusan ditunda secara 

konstitusional bersyarat selama 2 tahun. 

Dan ini merupakan hal baru dalam 

politik dan hukum di Indonesia. Karena 

disini tidak ada mekanisme omnibus 

law makan dianggap liar. Makan 

pemerintah membuat amandemen 

terhadap undang-undang tentang 

pembentukan peraturan perundang- 

undangan. Namun unntuk keputusan 

masih dilakukan uji materi oleh 

masyarakat selama 2 tahun. 
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PERTANYAAN JAWABAN 

Bagaimana Pendapat Bapak terkait 

dengan perumusan Undang-Undang 

No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? 

Ada tiga hal aspek dalam UU Cipta 

Kerja 

1. Diniatkan untuk memajukan 

ekonomi melalui investasi dengan 

memangkas rantai peraturan. 

2. Pola yang digunakan dengan sistem 

Omnibus Law, dimana ada 70 lebih 

undang-undang disatukan dalam satu 

paradigma yang sama untuk mencapai 

koherensi kesatu paduan, tetapi hal 

tersebut tidak dikenal dalam sistem 

bahasan undang-undang di Indonesia, 

berikut merupakan produksi baru dan 

terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi 

mengatakan bahwa hal ini merupakan 

Inkonstitusional secara proses sehingga 

perlu direvisi. 

3. Konten yang berada didalam 

undang-undang tersebut sangat bias, 

sehingga memeberikan karpet merah 

kepada investor dengan melupakan 2 

hal, yaitu : 1. Tenaga kerja lokal, 2. 
Lingkungan. 

Apakah dalam Proses perumusan 

Undang-Undang No.11 tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja sudah sesuai 

dengan Norma Demokrasi? 

Secara prosedur, Iya. Tapi secara 
substansi tidak. 

Pihak pemerintah ataupun DPR 

memang mengundang publik (hiring), 

tetapi prosesnya tidak berjalan hingga 

tuntas hanya melakukan sosialisi, tetapi 

untuk masukan-masukan dari publik 

terhadap pasal perpasal bahkan norma 



 

 
 

 pernorma tidak bisa dibahas dengan 

tuntas. 

Siapa saja yang dilibatkan dalam 

perumusan undang - undang tersebut? 

Secara umum ada 3 pihak yang 

terlibat : 

1. Dewan Perwakilan Rakyat 

2. Pemerintah 

3. Masyarakat 
DPR di setiap fraksi nya dilibatkan, 

PKS merupakan fraksi yang menolak 

diawal. Tetapi walaupun sudah ditolak, 

karena terus berjalan pihak dari Fraksi 

PKS tetap memaksa untuk terlibat dan 

mengawal. 

Pemerintah sebagai inisiatif dalam 

pembentukan Undang-undang tersebut 

maka mereka terus berjalan dan seperti 

memaksakan, bahkan dalam waktu 3 

bulan banyak sekali yang dikebut dan 

hal tersebut bisa dibilang sangat 

ceroboh. Dan terbukti ketika sudah 

disahkan, ada revisi. Pada saat revisi 

belum berjalan, langsung 

dikeluarkannya PERPPU. Itu menurut 

saya suatu kecerobohan yang diikuti 

kecerobohan lainnya. 

Masyarakat secara akademisi, pelaku 

usaha, dan beberapa LSM diundang, 

tetapi hanya untuk sosialiasi ketimbang 

substansi. 

Apakah Bapak mengikuti semua proses 

dalam perumusan Undang-Undang 

No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja? 

Mengikuti, tapi tidak secara detail. 

Karena tidak masuk kedalam pasal- 

perpasal yang dimana hal itu dibagi- 

bagi tugas. Secara umum saya 

mengikuti dan mendapatkan update, 

dan pada intinya Partai Keadilan 

Sejahtera sesudah menimbang secara 

seksama menolak usulan Undang- 

Undang Cipta Kerja ini Sampai Akhir. 

Pembahasan Undang-Undang no.11 

Tahun 2020 tentang cipta kerja sangat 

terburu-buru, bagaimana bapak 
memandang itu? 

Berbahaya, karena undang-undang 

tersebut akan menjadi landasan dari 

produk hukum turunannya, kebijakan 
lanjutan dan itu jika tidak dilakukan 



 

 
 

 hati-hati dan seksama akan menjadi 

bencana. Terbukti dimana alihnya dapat 

memudahkan tetapi sekarang banyak 

sekali unit usaha dilapangan menjadi 

mentok karena dimana Undang-Undang 

Cipta Kerja bukannya mempermudah 

malah mempersulit. Contohnya : sektor 

konstruksi dan properti untuk 

membangun dibutuhkannya IMB (Izin 

mendirikan bangunan) sekarang diganti 

menjadi PBG, ternyata PBG 

(Persetujuan Bangunan Gedung) 

diperlukan adanya Peratutan daerah 

(Perda), tetapi Perda tentang hal 

tersebut belum ada. Setiap bangunan 

harus ada rekomendasi dari arsitek 

profesional, padahal yang didirikan 

RSS (Rumah Sangat Sederhana) 

dengan biaya yang sangat murah. 

Terkadang masyarakat ingin bangun 

mandiri tetapi tidak bisa, kalo tidak ada 

hal tersebut. Undang- undang ini sangat 

berbahaya karena belum ada 

turunannya. Menurut saya niat 

pemerintah yang baik ini dilaksanakan 

secara ceroboh dan tidak hati-hati. 

Sebagai wakil rakyat bagimana Bapak 

Mengakomodir pelibatan dan 

kepentingan publik? Apa saja upaya 

yang bapak atau fraksi lakukan? 

Partai Keadilan Sejahtera ada Hari 

Aspirasi, setiap selasa. Dan dari hal itu 

biasanya ditindaklanjuti dan dilaporkan 

kepada setiap komisi yang terlibat 

dengan laporan tersebut. 

Dalam hal ini harus ada jendela dan 

semua masyarakat berhak mengajukan 

aspirasinya dan disalurkan serta 

ditindaklajuti beberapa yang layak 

sesuai dengan temuan. 

Menurut Bapak, Apakah Demokrasi 

berjalan dengan baik didalam 

pembuatan Undang-Undang Cipta 

Kerja Ini? Apakah terdapat kemunduran 

didalamnya? 

Terdapat kemunduran, karena 

prosesdurnya salah dan itu dibenarkan 

oleh Mahkamah Konstitusi yang 

Inkonstitusional sebagian prosedurnya. 

Kemudian pelibatan masyarakat, demo 

buruh yang berjili-jilid tidak pernah 

didengar dan tidak mengubah aturan 

main         yang        ada,         termasuk 

mahasiswa,dll. Jadi hal ini contoh yang 

bukan win-win solution, tetapi survival 



 

 
 

 of the fittest. Mereka yang besar dan 

berkuasa dengan menggunakan 

kekuasaan. 

Apakah Menurut Bapak Undang- 

Undang Cipta Kerja memihak para 

pekerja dalam bekerja? 

Tidak memihak sama sekali, justru 

menyusahkan pengusaha walaupun 

niatnya memudahkan, tetapi menurut 

saya hal ini terdapat pesanan para 

oligarki yang khususnya para pengelola 

tambang dan mereka mendapatkan 

banyak Privilage dari undang-undang 

ini. 

Ketika PERPPU diterbitkan pada 

Januari 2023, apakah secara 

konstitusional menggugurkan undang- 

undang Cipta Kerja yang telah 

dinyatakan Inkonstitusional? Apakah 

hal ini akan terus dibahas? 

Perppu justru memperkuat Undang- 

Undang Cipta Kerja, tetapi Mahkamah 

Konstitusi menolak. Mahkahmah 

Konstitusi tidak meminta Perppu 

melainkan meminta Revisi Undang- 

undang, kalau Perppu hanya insiatif 

pemerintah tersendiri, kalau revisi 

dibasah bersama DPR. Jadi lagi-lagi 

pemerintah menunda dan melakukan 

kesalahan kelanjutan. 
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PERTANYAAN JAWABAN 

Apakah dalam aturan proses perumusan 

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 

meunurut anda telah memenuhi tahapan 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan, dan pengundangan ? 

Problematika pembentukan peraturan 

perundang-udangan di setiap tahapan 

pembentukan Undang- Undang Cipta 

Kerja mengabaikan prinsip partisipasi 

publik ditahap perencanaan, 

penyusunan, pembahasan dan 

pengesahan. Itulah yang menjadi 

kelemahan penyebab Undang-Undang 

ini dinyatakan Inkonstitusional 

bersyarat sebagaimana diputuskan MK 

91 PUU XVII 2020. 

Apakah dalam perumusan UU 

Omnibus Law tentang Cipta Kerja 

partisipasi masyarakat telah dilibatkan 

dengan baik, sehingga pembuatan 

produk UU Cipta Kejar untuk 

melindungi hak hak para pekerja? 

Dalam persidangan putusan 91 di 

Mahkamah Konstitusi disampaikan 

bahwa ada problematika partisipasi 

publik yang tidak terpenuhi, MK 

mencatan tiga hal : 

1. Harus diberikan kepada publik hak 

pendapatnya dalam pembentukan UU. 

2. Publik harus diberikan hak untuk 

diterima pendapatnya. 

3. Publik berhak mendapatkan jawaban 

jika pendapatnya tidak diterima. 
 

Itu menggambarkan bahwa partisipasi 

publik yang bermakna, itu yang oleh 

MK menjadi pertanyaan seringkali 

partisipasi yang dilakukan dalam 

pembentukan UU hanya ceremonial 

untuk memksakan sebuah UU yang 

secara politik sudah disahkan, jadi hal 

ini   penting    untuk    disadari   bahwa 

memang ada ruang partisipasi yang 

tidak berjalan secara pembentukan UU 



 

 
 

 Cipta Kerja. Apalagi UU ini berkaitan 

dengan banyak orang, mustahil kalau 

UU ini diterima publik kalau 

kepentingannya terganggu. 

Apakah menurut anda dalam 

perumusan UU Omnibus Law tentang 

Cipta Kerja terkesan tergesa gesa dan 

dipercepat ? 

Tentu saja tergesa-gesa, ditengah 

pandemic dipaksakan membahas UU 

ini tanpa terbuka soal bagaimana saran 

dan masukan publik diberikan. Dan 

mekanismenya secara konsep peraturan 

perundang-undangan salah, model 

omnibus law tidak pernah ada dalam 

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 

sampai kemudian MK menyatakan 

Inkonstitusional bersyarat baru dibuat 
model omnibus law tersebut. 

Apkah menurut anda perumusan UU 

Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini 

inkonstitusional karena tidak memenuhi 

tahapan pada Undang-Undang No.12 

Tahun 2011 ? 

Ya Inkonstitusional, itu sebabnya MK 

dalam 9 point amarnya 

memperintahkan perbaikan UU Cipta 

Kerja terutama dalam metode 

pembentukannya. 

Jika metode pembentukannya 

bermasalah dia memang harus 

dilakukan perbaikan sesuai dengan 

metode yang telah diatur di UU 12 

tahun 2011. 

Apakah dalam pembentukan UU 

Omnibus Law tentang Cipta Kerja 

sudah memenuhi asas formal dan 

material ? 

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 asas 

formil dan materil, secara pandang MK 

ada cacat Formil maka formalitsanya 

bermasalah. Jika asas formilnya 

bermasalah maka 1 paket udang-undang 

akan batal. 

Dikonteks tersebut pembahasan materil 

tidak diperlukan lagi karena dianggap 

tidak sah. Namun jika perdebatan 

menyatakan bahwa isinya bagus, mari 

kita lihat konstruksinya. Karena pasal 

didalam UU tersebut jumlahnya luar 

biasa mengubah 78 undang-undang. 

Timbul pertanyaan bagiamana kita bisa 

membaca isi materi muatannya dengan 

baik. 

Bagaimana dengan isinya ? isinya 

problem karena orang rumit sulit 

membaca,    memahami    maka    akan 

timbul masalah kalau tidak dibaca 

dengan hati-hati. Jika UU ini tidak 



 

 
 

 berkesesuaian dengan UU Dasar yang 

menganut otonomi daerah, faktanya 

didalam cipta kerja berbagai kewenagan 

daerah ditarik oleh pusat. Padahal 

didalam Perda telah dipisahkan antara 

urusan pusat dan daerah. 

UU ini juga tidak terlalu peduli dengan 

konsep lingkugan hidup makanya 

dikenal dengan konsep 

developmentalisme, konsep yang hanya 

memikirkan pembangunan, investor, 

ekonomi tanpa mempertimbangkan 

kebahagiaan manusianya. Oleh karena 

itu UU ini lemah disisi perjuangan 

lingkungan hidup. Bahkan tidak 

berpihak pada buruh. 

Materi muatan itu tentu akan 

menimbulkan masalah yang signifikan 

di banyak hal yang saya pikir banyak 

menemukan materi muatan yang 

bermasalah. Dulu sempat ada UU Guru 

dan Dosen masuk lalu dihilangkan, ada 

pasal menyatakan bahwa peraturan 

pemerintah bisa membentuk konsepnya 

sendiri dengan UU, dan ini sangat 

keterlaluan tidak menunjukan bahwa 

UU ini dibuat oleh orang yang mengerti 

ilmu perundang-undangan. 

Menurut anda apa kesalahan terbesar 

selama proses perumusan hingga 

pengesahan UU Omnibus Law tentang 

Cipta Kerja hingga dapat menimbulkan 

penolakkan dari masyarakat sendiri ? 

Kesalahan terbesarnya tentu 

bertentangan dengan UU Dasar serta 

UU peraturan pembuatan perundang- 

undangan, dengan azas-azas umum 

pemerintahan yang baik. 

 

Didalam UU ini juga diperlihatkan 

kesemrautan pembentukan undang- 

undang, begitu UU Cipta Kerja yang 

mengubah UU Minerba, lalu setelah itu 

adalagi pembahasan perubahan UU 

Minerba. 

 

Masalah dengan konstitusi sudah 

dianggap selesai karena dianggap 

masalah besar terutama begitu 

berhadapan dengan hajat hidup orang 

banyak tentu saja banyak publik yang 



 

 
 

 mengkeritik. 

Apakah produk UU Omnibus Law 

tentang Cipta Kerja ini dalam 

penrumusannya telah mencakup asas 

tujuan yang jelas? Bagaimana pendapat 

anda mengenai asas ini yang 

terkandung dalam UU Omnibus Law 

tentang Cipta Kerja? 

Azas tujuan yang jelas itu akan sulit 

terpenuhi karena bagiaman dia jelas 

jika 78 UU digabungkan dalam satu 

cipta UU. Konsep omnibus law dengan 

berbagai tema memang sudah ditentang 

dimana-mana. Omnibus law 

diperbolehkan saja asal satu tema. Kitab 

UU hukum pidana, UU Pemilu 

termasuk omnibus law juga karena 

termasuk menggabungkan banyak UU. 

Sedangkan hal ini 78 tema digabungkan 

yang pasti menghasilkan tujuan yang 

tidak jelas pada akhirnya. 

Apakah produk UU Omnibus Law 

tentang Cipta Kerja ini sesuai dengan 

demokrasi atau tidak? 

Tidak sesuai demokrasi, demokrasi itu 

gagasannya harus the rule of law not 

the rule of man. Kalau UU saja 

dilanggar, konstitusinya dilanggar 
sudah pasti tidak demokratis. 
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